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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Putusan 

Perceraian Tanpa Pemenuhan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari Enam Bulan 

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn), 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tingal kurang dari enam 

bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn merupakan ijtihad 

Majelis Hakim dalam menerapkan keadilan substantif di atas formalitas 

hukum. Meskipun secara tekstual SEMA Nomor 3 Tahun 2023 

memberikan pedoman mengenai batas minimal pisah tempat tinggal 

selama enam bulan sebagai indikator terjadinya keretakan rumah tangga, 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan 

mempertimbangkan kondisi konkret para pihak serta fakta persidangan 

guna mencapai putusan yang lebih berkeadilan dan maslahat. Dasar 

pertimbangan Hakim bukanlah terletak pada durasi waktu secara temporal, 

melainkan pada kualitas fakta yang terungkap dalam konferensi mengenai 

kondisi rusaknya perkawinan yang sudah akut. Hakim menilai bahwa 

bentrokan yang terus-menerus disertai dengan penelantaran terhadap 

suami yang sedang sakit merupakan bukti nyata bahwa sendi-sendi 

perkawinan telah runtuh sepenuhnya. Dengan demikian, batasan enam 
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bulan tidak lagi dipandang sebagai syarat mutlak (formil), melainkan 

hanya sebagai salah satu petunjuk ( qarinah ) yang dapat dikesampingkan 

bila ditemukan alasan hukum lain yang lebih mendesak untuk mengakhiri 

ikatan tersebut demi menghindari kezaliman yang lebih jauh. 

2. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, bahwa dalam duduk 

perkaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami 

keretakan serius. Kondisi sakit Pemohon memicu perselisihan dan 

menunjukkan tidak berjalannya tanggung jawab rumah tangga dengan baik 

dan bahwa perkawinan tersebut sulit dipertahankan. Meskipun durasi 

pisah tempat tinggal baru berjalan dua bulan yang secara tekstual belum 

memenuhi ambang batas enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

putusan hakim untuk mengabulkan perceraian dalam putusan Nomor 

8/Pdt.G/2024/PA.Bn telah mencerminkan nilai maqāṣid al-syarī„ah 

melalui empat aspek: ḥifẓ al-dīn, putusan menjaga agar perkawinan tidak 

menjadi sarana lahirnya dosa, penelantaran, dan permusuhan; ḥifẓ al-nafs 

melindungi fisik dan psikis Pemohon yang sakit; ḥifẓ al-„aql 

menghindarkan tekanan mental akibat konflik berkepanjangan; serta ḥifẓ 

al-māl yang menekankan perlunya jaminan eksplisit atas hak-hak ekonomi 

Termohon pascacerai. Oleh karena itu, keputusan ini telah mencapai ruh 

keadilan Islam karena berhasil menghentikan kemudaratan tanpa harus 

terpenjara oleh batasan waktu administratif.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, diharapkan untuk terus 

mengedepankan pendekatan substantif dan maqāṣid al-syarī„ah dalam 

memeriksa dan memutus perkara perceraian. Hakim tidak seharusnya 

terpaku secara kaku pada indikator formal seperti lamanya pisah tempat 

tinggal, melainkan harus menggali fakta-fakta yang menunjukkan kondisi 

riil rumah tangga, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar 

mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. 

2. Kedua, bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu adanya 

penegasan atau pedoman yang lebih jelas terkait indikator perceraian, 

khususnya mengenai pisah tempat tinggal, agar tidak menimbulkan 

multitafsir dalam praktik peradilan. Pedoman tersebut hendaknya tetap 

memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara kasuistik 

(case by case) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. 

3. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan untuk lebih 

memahami bahwa perceraian bukanlah solusi utama, melainkan jalan 

terakhir setelah seluruh upaya perdamaian dilakukan. Namun, apabila 

kondisi rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan justru 

menimbulkan kemudaratan, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang 

dibenarkan baik secara hukum positif maupun dalam perspektif maqāṣid 

al-syarī„ah. 
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